PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR : OZ)( TAHUN 2011

TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR

Menimbang . a  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan, periu disusun pengaturan penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan

b.  bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan
status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan
dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan
warga Negara indonesia yang berada diluar wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia, perlu dilakukan pengaturan
tentang Administrasi Kependudukan ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagal mana di maksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah
tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan |

Mengingat - 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Dati Il Way Kanan, Kabupaten Dati It Lampung Timur
dan Kota Madya Dati Il Metro (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesta Nomor 3823) !

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hax Azasi
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3880) .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perindungan
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
109, tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor
4235) .

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik indonesiar Tahun 2004
Nomer 125, tambahan lembaran Negara Repubiik in’dones_}a
Nomor 4437) setagai mana telah di ubah beberapa kali tarakhir
dengan Undang-Undang Tahun 2008 Nomor 12 (Lembaran
Negara Republik. Indonesia: Tahun' 2008 Nomor 58 tambahan
Lembaram Negara Republik Indonesia Nomor 4844) |

5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang:
Kewarganegaraan: Republik |hdonesia (lLembaran Negar-a
Republik Indenesia Tahury 2006 Nomor 83, tambahan Lembaran
Negara Repubiik liidonesiaNomor 46341,
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admimnistrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahwun

2006 Nomor 124, tambahan Lembaran Negara Repubii
indonesia Nomor 4674) |

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tenlang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republi
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Nomor 5234),

Peraturan  Pemerintah  Nomor 09 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975

Nomor 12, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3050) ;

Peraturan Pemerintah  Nomor 31 Tahun 1994 tentang
Pengawasan Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1994 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Repub.ik
Indonesia Nomor 3562) :

Peraturan Pemerintah  Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Administrasi  Kependudukan (Lembaran Negara Reputlik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 80 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4736).

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan
dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42.
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4329) |

Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan
Informasi  Administrasi  Kependudukan (Lembaran Negara
Republik Indonesta Tahun 2004 Nomor 119} ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 06 Tahun 2003 tentang
Pedoman Penyidik Pegawar Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negert Nomor 28 Tahun 2205 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2009, tentang
Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan
Blanko KTP Berbasis NIK secara Nasional, sebagaimana telah di
ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun
2011 ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan
bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan |

Peraturan Menteri Dalam Neger: Nomor 12 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang di
terbitkan oleh Negara Lain .

Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 18 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas Pokok
Pejabat pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi |

 Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 19 Tahun 2010 tentang

Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaitaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil,

<



20 Peraturan Menteri Datam Negeri Nomer 25 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem
Informasi Administrasi Kependudukan,

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Dalam
Membantu Meningkatkan dan Mewujudkan Tertib Adrmiristrasi
Kependudukan:

22. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun
2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewsnangan
Pemerintah Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

dan
BUPATI LAMPUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang di maksud dengan

1.

2.
3.
4

Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur
Kepala Daerah adalah Bupal Lampung Timur.

Dewan Perwakilan Rakyal Daerah yang selanjutnya disingkat DFRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian penalaan dan penertiban dalam
penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk,
pencatatan sipil, pengelolaan administrasi kependudukan serta pendayagunaan
hasilnya untuk pelayanan pubiik dan pembangunan seklor lain

Penyelenggara adalah Pemernntah Kabupaten Lampung Tunur yang bertanggung
jawab dan berwenang dalam urusan administras) kependudukan

Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten_ Lampung
Timur sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung !awab dan
berwenang dalam urusan Admimistrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Instansi Pelaksana adalah Instansi yang bertanggung jawab dan berwenang
melaksanakan pelayanan dalam urusan Administras: Kependudukan.

Kepala Dinas adatah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Lampung Timur,
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Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang di terbitkan cieh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipll Kabupaten Lampung Timur vang mempunyai
kekuatan hukum sebagai alat bukti autentk yang dihasilkkan dari pelayanan
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat inggal
di Kabupaten Lampung Timur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan

Penduduk Rentan Administrasi adalah penduduk yang mengalami hambatan galam

memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan
korban bencana sosial.

Data Kependudukan adalah data perseorangan dan atau data agregat yang
terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil

Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas
peristiwa Kependudukan dan pendataan penduduk rentan  administrasi
kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas
atau surat keterangan kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur.

Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus di
laporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu
Keluarga. Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya
meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjad
tinggal tetap.

Peristtwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang melipuli kelariran, lahr
mati. kematlian perkawinan. perceraian, pembatalan perkawman pengangkaian,
pengakuan. dan pengesahan anak. perupahan nama, perubahan  status
kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya

Database adatah kumpulan berbagai jems data kepengudukan yang tersimpan
secara sistematis, terstruklur dan saling berhububungan dengan menggunakan
perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikast data

Nomor Induk Kependudukan yang selanjuinya di singkal NIK adalah nomor
identitas penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal. dan melekat pada sesecrang
yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia

Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang
memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas
anggola keluarga

Kepala Keluarga adalah .

a.Orang yang bertempal tinggal dengan orang lain balk mempunyai hupungan
darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga

b Orang yang bertermpat tinggal seorang diri . atau

c. Kepala kesatrian, kepala asrama. kepala rumah yatim piatu dan lain-lain tempat
beberapa orang tinggal bersama-sama

Kartu Tanda Penduduk selc{mumya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk

sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Warga Negara Indonesia, yang selanjutnya di singkat WNI, adalah orang-orang

Indonesia ash dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang

sebagai Warga Negara Indonesia

Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara indonesia

WNI tinggal sementara adalah setiap Warga Negara Indonesia yang datang dari

luar daerah untuk bertempatl tinggal sementara diluar domusill atau tempat

tinggainya.
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jin Tinggal Terbatas adalah ijin tinggal yang diberikan pada orang asing untuk
bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesua: dengan
Peraturan Perundang-undangan.

in Tinggal Tetap adalah ijin tinggal yang diberikan pada orang asing untuk
bertempat tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republix Indonesia sesua:
dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Surat Keterangan Tempat Tinggat yang selanjutnya disingkat SKTT adalah surat
keterangan yang dikeluarkan olen Instanss Pelaksana yang diberikan kepada crang

asing yang telah mempunyai yin tinggal ferbatas yang dikeluarkan oleh Instans
yang berwenang dalam jangka waktu tertentu.

Petugas Registrasi adalan Pegawal Negeri Sipl yang diberi tugas dan tanggung
jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa Kependudukan Peristiwa
Penting. pengelolaan dan penyajian data Kependudukan di Kelurahan dan desa

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan
SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologt informasi  dan
komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informas: administrasi kependudukan
di ingkat penyelenggara dan instanst pelaksana sebagai suatu kesatuan

Data Pnbadi adalah data persecrangan tertentu yang disimpan, dirawat. dan dijaga
kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.

Orang Asing Tinggal Terbatas adalah orang asing yang tinggal dalam jangka waktu
terbatas di wilayan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat ijin
masuk dari imigrasi dan yin tinggal terbatas dari Dinas Kependudukan dan
pencalatan Sipil Kabupaten Lampung Timur.

Orang Asing Tinggal Tetap adalah orang asing yang berada dalam wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat ijin masuk dari Instansi imugrasi
dan ijin tinggal tetap dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipii Kabupaten
Lampung Timur.

Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jaudun
informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami
oleh penduduk sejak kelahiran

Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap
karena perpindahan dari tempat lama ketempat baru.

Lahir Mati adalah suatu kejadian dimana seseorang bayi pada saat difahirkan tetan
tidak menunjukan tanda-tanda kehidupan dan lamanya dalam kandungan paling
sedikit 28 (dua puluh delapan} minggu

Akta Pencatatan Sipil adalah akta yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang
merupakan alal bukli olentik mengenar kelahiran, persawinan, perceraian,
kematian, pengakuan, pengangkatan, dan pengesahan anak

Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah kutipan dan Akta-asta Pencatatan Sipil yang
diberikan kepada penduduk atau penduduk asing

Perubahan Akla adalah perubahan yang terjadi pada Akla Pencalatan Sipil sebagai
akibat ada perubahan data

Kutipan Akta Kedua dan Seterusnya adalah kutipan akta-akta pencatatan sipil
kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh instansi pelak;ana karena
kutipar Akta pertama hilang, rusak, atau musnah setelah dibuktikan dengan sural
keterangan dan pihak yang berwenang

Salinan Akta adalah salinan lengkap 1si akla pencatatan sipil yang diterbitkan
instansi pelaksana atas permintaan pemohon

Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dan seorang Bapak tlerhad_ap
anaknya karena lahir diluar tkatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu
kandung anak tersebut.



42. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalinkan hak anak dari
lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wal yang sah atau crang lain yang
bertanggung jawab atas perawalan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut
kedaltam fingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan pulusan atau
penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

43. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lanir diluar
ikatan perkawinan yang sah. menjadi anak sah sepasang suami istr

44. Pencatatan Sipil adalah kegiatan pencatatan penstiwa penting yang dialami oleh
seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.

45. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan penstiwa

penting yang dialami seseorang pada instansi pelaksana yang pengangkatannya
didasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan.

46. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan
adalah satuan kerja yang melaksanakan Pencatatan Ntkah, Talak Cerai dan Rujuk
bagi penduduk yang beragama lslam

47 Pemeriksaan adalah serangkalan kegiatan untuk menghimpun dan mengolah data
dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan
kewajiban di bidang kepandudukan dan catatan sipil berdasarkan peraturan
Perundang-Undangan.

48. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh
Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan atau Penyidik Umum yang selanjutnya di sebut
Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat
terang tindak pidana di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil

BAB il
PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dilaksanakan berdasarkan at_as prinsip
tanggung jawab. tidak diskriminatif, profesional, taat hukum. akuntabilitas dan
transparansi, serta prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good govermance)

Pasal 3

Penyelenggaraan administrasi kependudukan bertujuan -

a. Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen kependudukan
untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk.

b. Memberikan Perlindungan, pengakuan, penentuan status privadi dan status hukum
penduduk.

¢c. Mengelola, menyajikan data dan informasi kependudukan mengenai pendaftaran
penduduk dan pencalatan sipil secara akurat, lengkap dan mutakhir

d. Mewujudkan tertib admimstrasi kependudukan secara terpadu.
e. Memberikan perlindungan atas data pribad penduduk | dan

f Menyediakan data dan informasi kependudukan yang menjadl rujukan dalam
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan

0



BAB il
HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 4

(1) Setiap penduduk mempunyai hak uniuk memperoleh

a.

b
C
d
S

Dokumen kependudukan.

. Pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sip!

. Perlindungan atas data pribad:.

Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen.

.Informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan s ¢ atas

drinya dan/atau keluarganya

. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibal kesalahan dalam perdaftaran

penduduk dan pencatatan sipll serta penyalahgunaan daia pribadi olen 1~stanst
pelaksana.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagamana
dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dalam Peraturan Bupat

FPasal

Setiap Penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan perist:»a penting
kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaralan yang diperlukan dalam
pendaftaran penduduk dan pencatatan Sipil.

BAB IV
KEWENANGAN PENYELENGGARA DAN INSTANSI PELAKSANA
Bagian Kesatu

Penyelenggara

Pasal 6

(1) Penyelenggara urusan Admunistrasi Kependudukan di Daerah adalah Bupatl.

(2) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dan
berwenang melakukan

a.
b.

Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan

Pembentukan Instansi Pelaksana yang bertugas melaksanakan administras
kependudukan

. Pengaturan teknis penyelenggaraan administras kependudukan berdasarkan

peraturan perundang-undangan,

.Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan:

Pelaksanaan  kegiatan  pelayanan  masyarakat  dibidang administrasi

kependudukan;,

Penugasan kepada Desa/Kelurahan untuk menyelenggarakan sebagian
administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;

.Pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala daerah; dan

.Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.



Pasal 7

{1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal € ayat (2)

huruf a, Bupati mengadakan koordinasi dengan Instansi Vertkal dan Lembaga
Pemerintah non Kementerian.

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan aspek
perencanaan, pengorganisasian pelaksanaan, pengawasan dan  evaluasl
penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2 nuruf

c. Bupati mengadakan pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan
yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 9

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud daiam pasal 6 ayat (2) huruf
d. Bupati mengadakan :

a. Koordinasi sosialisasi antar Instansi Vertikal dan Lembaga Pemernntah non
Kementerian;

b. Kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi.
¢. Sosialisasi lklan layanan masyarakat melalul media cetak dan elekronik, dan

d. Komunikasi, informas: dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat

Pasal 10

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf
e. Bupati menyelenggarakan kegiatan pelayanan masyarakat dibidang administrasi
kependudukan, dilaksanakan secara lerus menerus, cepat dan mudah kepada seluruh
penduduk dengan diketahui Rukun Tetangga (RT) dan Kepala Dusun.

Pasal 11

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat {2V huruf f,
Bupati memberikan penugasan kepada Desa/Kelurahan untuk menyelenggarakan
sebagian urusan administrast kependudukan berasaskan tugas pembantuan. disertal
pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia

Pasal 12

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf
g. Bupati melakukan :

a. Pengelolaan data kependudukan yang bersifal perseorangan, agregat dan data
pribad,

b. Penyajian data kependudukan vyang valid, akurat dan dapat dipertanggung
jawabkan.



Pasal 13

(1) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat {2} huruf n Bupat
melakukan koordinasi pengawasan antar instans terkast

(2) Koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat /1) dilakukan melalui
koordinasi. konsultasi. pencegahan dan tindakan koreks

Bagian Kedua

Instansi Pelaksana

Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan administrasi  kependudukan.
dibentuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai instansi pelaksana.

(2) Kewajiban Dinas dalam menyelenggarakan Administrasi Kependudukan, meliputi .

a.

Mendaftar peristiwa kependudukan dan penstiwa penting yang dilaporkan oleh
penduduk,

.Membernkan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas

laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting:

. Menerbitkan dokumen kependudukan;
.Mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

.Menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan

peristiwa penting; dan

Melakukan Verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh
penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayal (2) huruf a, untuk pencatatan nisah,
talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam, dilakukan oleh pegawai
pencatatan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.

(4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) unluk persyaratan dan tata cara
pencatatan peristwa penting bag: penduduk vyang agamanya belum diaku
sebagaimana ketenluan perundang-undangan atau bay. penghayal kepercayaan.
diatur dengan berpedoman pada peraluran perundang-unuangan

Pasal 15

(1) Kewenangan Dinas dalam menyelenggarakan urusan agministrasi rependudukan,
meliputl

a.

Memperoleh keterangan dan data yang benar tentang peristiwa kependudukan
dan peristiwa penting yang dilaporkan penduduk:

‘Memperoleh data mengenal peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar

putusan atau penetapan pengadilan,

‘Memberikan keterangan atas laporan pensliwa kependudukan dan peristiwa

penting untuk kepenungan penyelidikan, penyidikan  dan pembuktian  di
pengadilan, dan

Mengelola data dan mendayagunakan informasi hasi pendaftaran penduduk dan
pencatatan sipil untuk kepentingan permbangunan.
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(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf ¢ berlaku puia
bagi KUA Kecamatan, khususnya untuk pencatatan nikah taiak, cerai dan fujuk bagi
penduduk yang beragama Islam

(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Oinas memgpunyai
kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan penstiwa perkawinan,
perceraian dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dar KUA Kecamatan

Pasal 16

(1} Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikas: kebenaran
data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya. mencatat data

dalam Register Pencatatan Sipil dan membuat catatan pinggir pada akta-akta
pencatatan sipil.

{2) Dalam hal Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayal (1)
berhalangan, Bupati dapat menunjuk pejabat lain dar Dinas

Pasal 17

(1) Petugas Registrasi membantu Kepala Oesa/lLurah., Camat dan Dinas dalam
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

(2) Petugas Registrasi yang ada di Desa/Kelurahan slatus kepegawaiannya meiekat
pada instansi pelaksana.

(3) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentxan
oleh Bupati dan pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta
tugas pokok petugas registrasi sebagamana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Bupati.

Pasal 18

(1) Dinas sesual tugas dan tanggung jawabnya wajb menerbitkan dokumen
kependudukan sebagai berikut :

a. KK baru karena pindah datang;

b. KK baru karena perubahan data;
KK penggantian karena hilang/rusak;
.KTP untuk pertama kali;

- KTP karena hilang/rusak;

oM o O

KTP perpanjangan karena masa berlakunya habis dan atau perubahan data;

Surat Keterangan Findah,

w

h Surat Keterangan Pindah Datang,

Surat Keterangan Pindah ke Luar neger.
j Surat Keterangan Datang dan Luar neger,

k Surat Keterangan Tempat Tinggal unluk orang asing yang memiliki ijin tinggal
terbatas,

| Surat Keterangan Kelahiran,

m. Surat Keterangan Lahir Mat;

n. Surat Keterangan Kematian,

0. Sural Kelerangan Pembatalan Perkawinan,

p. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian



. Surat Keterangan Pengangkatan Anak:

—

. Surat Keterangan Pengganti Identitas:

w

. Surat Keterangan Pencatatan Sipil;

—

Pengakuan Anak;

u. Pengesahan Anak;

<

Perubahan Nama;

w. Perubahan Status Kewarganegaraan:

x. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan.
y. Kartu identitas Kerja Bagi WNA.

(2) Tala cara dan syarat-syarat untuk memperoleh dokumen sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB V
PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu

Nomor Induk Kependudukan
Pasal 19

(1) Setiap penduduk wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK)

(2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup / selamanya, yang
diberikan oleh pemerintah daerah dan diterbitkan oleh Dinas atau Instansi Pelaksana
kepada setiap penduduk selelah dilakukan pencatatan biodata.

(3) NIK sebagaiamana dimaksud pada ayat {1) dicantumkan dalam setiap dokumen
kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan Paspor, SiM, NPWP, polis asuransi,
sertifikat hak atas tanah dan penerbitan dokumen identilas lamnnya.

(4) NIK sebagaimana ayat (1) terdiri dari 16 {enam belas) digit terdiri atas .

a.6 {enam) digil pertama merupakan kode wilayah propinsi, Kabupaten dan
Kecamalan tempat tinggal pada saat mendaftar,

b.6 (enam) digit kedua adalah tanggal, buian dan tahun kelahiran dan khusus untuk
perempuan tanggal lahirnya ditambah angka 40;

c. 4 empat) digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK yang diproses
secara otomatis dengan Sistemn Administrasi Kependudukan.

(5) Penerbitan NIK bagi bayi yang lahir diluar wilayah administrasi donmsill, dilgkukan
setelah pencatatan biodata penduduk pada Instansi Pelaksana tempat domisili orang
tuanya.



Bagian Kedua
Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk, Kartu Keluarga dan
Kartu Tanda Penduduk
Paragraf 1

Pencatatan dan Penerbitan Bicdata Penduduk

Pasal 20

(1) Penduduk WNI wajib melapor kepada Dinas melalui Desa/Kelurahan dan Camat
untuk dicatatkan biodatanya.

(2) WNI yang datang dari luar negern karena pindah, orang asing yang memiliki ijin

tinggal terbatas dan orang asing yang memiliki ijin tinggal tetap, wajib melapor
kepada Dinas untuk dicatat biodatanya.

(3) Pencatatan biodata penduduk dilakukan sebagai dasar pengisian dan pemutakniran
database kependudukan.

Pasal 21

(1) Dalam hat terjadi perubahan bicdata penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal

20 ayat (2) penduduk wajib melaporkan kepada Dinas untuk dicatatkan perusahan
biodatanya.

(2) Pencalatan perubahan biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan menggunakan :

a. Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan:

b. Formulir Perubahan Biodala penduduk WNH,

¢. Formulir Perubahan Biodata Orang Asing yang memiliki ijin tinggal terbatas. atau:
d Formulir Perubahan Bicdata Orang Asing yang memiliki ijin tinggal tetap

(3) Pencatatan perubahan biodata penduduk WNI di Dinas, dilakukan dengan cara
melakukan verifikasi dan validasi data penduduk serta merekam data kedalam
database kependudukan.

(4) Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani biodala penduduk yang telah
diubah.

(5) Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangan Biodata orang asing yang telah
diubah.

Pasal 22

Perubahan biodata penduduk VNI, orang asing yang memiliki ijin tinggai 1ert_)atas'dan
orang asing yang memiliki ijin linggal telap yang mengalami perstiwa penting diluar
wilayah Republik Indonesia, wajib dilaporkan kepada Dinas paling lama 30 (tiga puluh)
hari kerja sejak kembal ke Republik Indonesia.



Paragraf 2

Penerbitan Kartu Keluarga

Pasal 23

(1) Penduduk WNI wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas melalui
Kepala Desa/lurah dan Camat

(2) Orang asing yang memiliki ijin tinggal tetap wajib melaporkan susunan ke'uarganya
kepada Dinas.

{3) Petaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2} sebagai dasar untuk
menerbitkan KK.

(4) Penerbitan KK baru bagi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan
setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

(5) Setiap penduduk WNI atau orang asing yang tinggal tetap hanya dapat didaftarkan
dalam 1 (satu) Kartu Keluarga.

(6) Nomor Kartu Keluarga berlaku selamanya, kecuall terjadi perubahan kepala
keluarga.

(7) Persyaratan dan tata cara penerbitan KK diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Pasal 24

(1) Perubahan susunan keluarga dalam Kartu Keluarga wajib dilaporkan kepada Dinas
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya perubahan.

(2) Perubahan KK dilakukan apabila :
a. Terjadi penambahan anggota keluarga akibat kelahiran;
b. Menumpang kedalam KK bagi penduduk yang pindah datang;
¢. Karena pengurangan akibat kematian atau pindah pergi, aan

d. Karena hilang atau rusak.
Pasal 25

(1) Orang asing yang memiliki yin tinggal tetap wapb melapor kepada Dinas dengan
menyerahkan persyaratan yang telah ditentukan sebagal dasar untuk menerbitkan
KK.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, Dinas memproses
penerbitan atau perubahan KK,

(3) Kepala Dinas menerbilkan dan menandatangani KK.

Paragraf 3
Penerbitan Kartu Tanda Penduduk

Pasal 26

(1) Penduduk WNI dan Orang yang telah berumur 17 {tujuh belas) tahun atau telah
kawin atau pernah kawin wajib memiiki KTP

(2) Orang asing yang memiliki lyin Tinggal Tetap yang .telah__b_erumur 17 (tujuh belas}
tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP



(3) Setiap penduduk sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dan ayat (2] hanya memilik
1 (satu) KTP,

(4) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayal (2) beriaku secara Nasional

(5) Orang asing yang mengakui status orang tuanya yang memiliki iin tinggal tetap dan
sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memilki KTP

(6) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawanya pada saat bepergian

Pasal 27

(1) KTP untuk WNI berlaku selama masa wakiu 5 (lima) tahun kecuali terjads perubahan
data.

(2) Dalam hal Dinas menerima laporan perubahan data sebagaimana dimaksud caca
ayat (1). kepada penduduk diterbitkan KTP baru.

(3) Masa berlaku KTP untuk crang asing linggal tetap disesuvaikan dengan benakunya
jin tinggal tetap.

{4) Bagi penduduk WNI yang berusia 60 (enam puluh) tahun keatas, masa berlaku KTP
adalah seumur hidup.

Pasal 28

(1) Dalam rangka penerbitan KTP baru, penduduk YWNI wajib melapor secara berjenjang

mulai dari RT, Kepala Dusun, Desa/Kelurahan, Kecamatan, untuk diteruskan ke
Dinas.

(2) Datam rangka penerbitan KTP baru penduduk orang asing yang memiliki jin tinggal
tetap wajib melapor ke Dinas.

(3) Penduduk WNI dan orang asing yang memiliki ijin tinggal tetap wajib melapor ke
Desa/kelurahan dan Dinas dalam rangka penerbitan KTP karena perpanjangan,
karena hilang atau rusak, karena pindah datang dan adanya perubahan data.

(4) Penerbitan KTP bagi WNI yang baru datang dari luar negeri dilakukan setelah
diterbitkan surat keterangan datang dari Luar Negeri cleh Dinas.

Pasal 29

(1) Setiap penduduk wajib melapor perpanjangan masa berlaku KTP kepada Instansi
Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sesudah masa berlaku KTP
habis.

(2) Dalam hal KTP diterbitkan karena perpanjangan, KTF lama ditarik oleh Dinas

Pasal 30

(1) Pembetulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan lulis
redaksional

(2) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dilaksanakan dengan alau
tanpa permohonan dari orang yanyg menjadi subyek KTP

(3) Pembetulan dengan atau tanpa permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2}
adalah pembetulan yang diketahui dan dilaksanakan oien Dinas

(4) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditakukan oleh Dinas.

(5) Tata cara penerbitan KTP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupat.



Paragraf 4
Penerbitan Dokumen Kependudukan

Bagi Petugas Rahasia Khusus
Pasal 31

(1) Petugas Rahasia Khusus diberikan KTP khusus, untuk memberikan peringungan
dan menjamin kerahasiaan identitas selama menjalankan tugas rahas:a.

(2) KTP khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan
spesifikasi KTP Nasional.

(3) Penerbitan KTP khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2! tidak diperlukan
pencatatan biodata penduduk dan KK dari pelugas Rahasia Khusus.

(4) Tatacara penerbitan KTP khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1
dilaksanakan sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pendaftaran Peristiwa Kependudukan
Paragraf 1

Perubahan Alamat
Pasal 32

(1) Dalam hal terjadi perubahan alamatl penduduk, Dinas wajb menyelenggarakan
penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk.

(2) Persyaratan dan tatacara penerbitan dan perubanan  dokumen pendaftaran
penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebin lanjut dengan Peratiran
Bupati.

Paragraf 2
Pendaftaran Pindah Datang Penduduk WNI

Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 33

(1) Penduduk WNI yang pindah ke Daerah wajib melapor kepada Dinas dengan
membawa Surat Keterangan Pindah dari daerah asal,

(2) Pindah sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) adalah berdomisilinya penduduk di
daerah untuk waktu febih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang
bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1(satu) tahun.

(3) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

penduduk bersangkutan wajib melapor kepada Instansi pelaksana di daerah wjuan
untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah Datang.

(4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayal (3) paling lama 30 (hga puluh) han
kerja sejak diterbitkan Surat Keterangan Findah dar daerah asal



(5) Surat Keterangan Pindah Datang yang dimaksud pada ayat {3 digunakan sebagal
dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi penduduk yang bersangkutan

Paragraf 3
Pendaftaran Pindah Bagi Penduduk WNI

Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 34

(1) Persyaratan dan tata cara pendaftaran perpindahan penduduk WNI dalam wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia diakukan dengan memperhatikan kiasifikast
perpindahan penduduk.

(2) Klasifikasi perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
sebagal berikut :

a. Dalam satu Desa/Kelurahan:

b. Antar Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan:
c. Antar Kecamatan dalam Daerah,

d Antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi; atau

e. Antar Provinsi
Pasal 35

(1) Pelaporan pendaftaran perpindahan penduduk WNI dengan klasifikast sebagaimana
dimaksud datam pasal 34 ayat (2) huruf b, huruf ¢, huruf d dan huruf e. dilakukan
dengan memenunhi syaral berupa surat pengantar Kepala Desa dan Camat. KK dan
KTP untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah

(2) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, berlaku seiama 30
(tiga puluh) hari kerja.

(3) Pada saat diserahkan, Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) kepada penduduk, KTP yang bersangkulan dicabut dan dimusnahkan oleh
instansi yang menerbitkan Surat Keterangan Findah

(4) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3). berlaku sebagal
penggant KTP selama KTP baru belum selesar diterbithan

Pasal 36

(1) Penduduk WNI yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dlmaksuq
dalam pasal 34 ayal (2) huruf a, melapor kepada Desa/Kelurahan dengan memenuh
syarat sesuat ketentuan yang berlaku

(2) Berdasarkan laporan pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1},
Desa/Kelurahan mengeluarkan Surat Keterangan Pindah Datang

(3) Surat Keterangan Pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2). digunakan
sebagai dasar untuk

a. Proses perubahan KK bagi Kepala Keluarga / anggota keluarga dalam KK yang
tidak pindah;

b Proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; dan

¢. Perekaman kedalam database kependudukan



Pasal 37

(1) Penduduk WNI yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagamana dimaksud
dalam pasal 34 ayat (2) huruf b, meiapor kepada Desa/Kelurahan dengan memenuhi
syarat sesuai kelentuan yang bertaku untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah

(2) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagal
dasar :

a.Proses perubahan KK bagi Kepala Keluarga / Anggota keluarga dalam KK yang
tidak pindah; dan

b. Perekaman ke dalam database kependudukan.
Pasal 38

(1) Penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1), melaporkan

kedatangannya kepada Desa/Keiurahan tempat tujuan dengan menunjukan Surat
Keterangan Pindah.

(2) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Desal/Kelurahan ditempat tujuan mengeluarkan Surat keterangan Pindah Datang.

(3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan
sebagai :

a. Proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; dan

b. Perekaman ke dalam database kependudukan.
Pasal 39

(1) Penduduk WNI yang bermaksud pindah dengan klasitikast sebagaimana dimaksud

dalam pasal 34 ayai (2) huruf ¢, metapor kepada Kepala Desa/l.urah sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

(2) Kepala Desa/Lurah meneruskan berkas formulir permohonan pindah ke Kecamatan
dan Camat mengeluarkan Surat keterangan Pindah.

(3) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai
dasar :

a Proses perubahan KK bagi Kepala Keluarga / Anggota keluarga dalam KK yang
tidak pindah; dan

b. Perekaman ke dalam database kependudukan.
Pasal 40

(1) Penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1), me!aporkgn
kedatangannya kepada Desa/Kelurahan ditempat tujuan dengan menunjukan Surat
Keterangan Pindah.

(2) Berdasarkan Sural Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat
(1), Kepala Desa/Lurah menandatangani dan meneruskan formulir permononan
kepada Camat untuk selanjuinya di keluarkan Surat keterangan Pindah Datang dan
ditandatangani atas nama Kepata Dinas.



3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat {2), digunakan
sebagal :

a. Proses penerbitan KK dan KTP dengan alamal baru, dan

b. Perekaman ke dalam database kependudukan.
Pasal 41

(1) Penduduk WNI yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud
dalam pasal 34 ayat (2) huruf d dan huruf e, melaporkan kepada Kepala Desa:_urah

(2) Kepala Desa/l.urah menerbitkan Surat Pengantar Pindah dan meneruskan berkas

permohonan pindah kepada Kepala Dinas melalul Camat sesual ketentuan yang
berlaku.

(3) Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah serta
menyerahkan kepada penduduk untuk dilaporkan ke daerah tujuan

(4) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayal (3) digunakan sebagas
dasar .

a. Proses perubahan KK bagi Kepala Keluarga / Anggota keluarga dalam KK yang
tidak pindah; dan

b. Perekaman ke dalam database kependudukan.

Paragraf 4

Pendaftaran Penduduk Yang Bertransmigrasi

Pasal 42

Persyaratan pelaporan pendaftaran penduduk yang akan bertransmigrasi akan diatur
febih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Pindah Datang Orang Asing

Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 43

(1) Orang Asing yang memiliki ijin tinggal terbatas atau yang memilki jin tinggal _tetap
yang pindah dalam dan luar daerah wajib melaporkan kepindahannya kepada Dinas

(2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan
pendaftaran dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang

(3) Orang Asing sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yang pindah daiang
kedaerah wajib melaporkan kedatangannya kepada Dinas paling lambat 30 (tiga
puluh) hari sejak diterbitkannya Surat Keterangan Pindah Datang.

(4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksuq pada ayat (2}_ sgbagai
dasar perubahan atau penerbitan KK, KTP bagi oranyg asing pemegang ijin tinggal
tetap atau Surat Keterangan Tempal Tinggal bagi orang asing pemegang yin tinggal
terbatas.



Paragraf 6
Pindah Datang WNI ke Luar Negeri

Pasal 44

(1) Penduduk WNI yang pindah ke luar negeri wajib melaporkan kepindahannya pada
Dinas.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan
pendaftaran dan menerbitkan Surat Keterangan pindah ke Luar negeri

Pasal 45

(1) WNI yang datang karena pindah dari luar negen ke daerah, wajib melapcrkan

kedatangannya pada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal
kedatangannya.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan

pendaftaran dan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Neger sebaga
dasar penerbitan KK dan KTP.

Paragraf 7
Pindah Datang Orang Asing dari dan Keluar Negeri

Pasal 46

{1) Orang Asing pemilik jin linggal terbatas yang datang darn luar negeri dan orang
asing pemilik yjin lainnya yang telah perubah status sebagai pemegang ijin tinggal
terbatas yang berencana bertempal tinggal di daerah wajb melaporkan kepada
Dinas paling lambat 14 (empal belas) hari kefja sejak diterbitkan ijin tinggal terbatas.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan
pendaftaran dan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal.

(3) Masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggai disesuaikan dengan masa berlaku
jin tinggal tetap.

(4) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib
dibawa pada saat bepergian.

Pasal 47

(1) Orang Asing yang memiliki ijin tinggal terbatas atau orang asing yang memiliki _ijm
tinggal tetap yang akan pindah ke luar negeri wajib melaporkan kepada Dinas paling
fambat 14 {empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dinas melakukan
pendaftaran.

Paragraf 8
Perubahan lzin Tinggal Terbatas Menjadi Izin Tinggal Tetap

Pasal 48

(1) Orang Asing yang memiliki ijin tinggal terbatas yang telah mengubah slatusnya
menjadi ijin tinggal tetap wajib melaporkan pada Dinas paling lambat 14 (empat
belas) hari kerja sejak diterbitkannya yin tinggal tetap
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(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan
pendaftaran dan menerbitkan KK dan KTP.

Bagian Keempat

Pendaftaran Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 498

(1) Dinas wajib melakukan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan
yang meliput

a. Penduduk korban bencana alam.
b. Penduduk korban bencana sosial;
c. Orang terlantar:

d. Komunitas terpencil

(2) Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan sebagamana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan di tempat sementara

{3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat {2) digunakan sebagar dasar
penerbitan Surat Keterangan Kependudukan untuk penduduk rentan administras
kependudukan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenal persyaratan dan tata cara pendataan percuduk
rentan administrasi kependudukan diatur dengan Peraturan Bupati

Bagian Kelima
Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu
Mendaftarkan Sendiri

Pasal 50

(1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendin palaporan terhadap per‘stiwa.
kependudukan yang menyangkul dinnya sendin dapat dibantu oleh Instansi
Pelaksana atau meminta baniuan kepada orang lain

(2) Penduduk sepagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak
mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat hisik alau cacat mental

(3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1] adalah keluarganya atau orang
yang diberi kuasa.

Pasal 51

Pelaporan penduduk yang tidak mampu melaporkan sendir sebagaimana dimaksud_
pada pasal 50 ayat (1) dilakukan dengan pengisian formulir yang telah ditetapkan sesual
peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Formulir dan Buku Pendaftaran Penduduk

Pasal 52

Formulir dan Buku yang digunakan dalam pendaftaran penduduk be_rpedoman kepada
Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku tentang -Formuhr dan Buku Yang
Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
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BAB VI
PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu

Pencatatan Kelahiran

Paragraf 1

Pencatatan Kelahiran di Daerah

Pasal 53

(1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di

tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh} hari sejak
kelahiran.

{2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, pejabat pencatatan sipii
mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran

Pasal 54

(1) Pencatatan kelahiran dalam Register Akta kelahiran dan penerbitan kutipan Akta
Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran terhadap sesecrang yang tidak diketahui asal
usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang
menemukan dilengkapi bukti Berita Acara Pemerksaan dari Kepolisian

(2) Kutipan akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh
Pejabal Pencatatan Sipil dan disimpan oleh Dinas.

Paragraf 2
Pencatatan Kelahiran di Luar Daerah
fPasal 55

(1) Pencatatan kelahiran bag penduduk WNI yang lahir diluar wilayah NKRI wajio
dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga pulun) har
kerja sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

(2) Pencatatan kelahiran bagi penduduk WNI yang lahir diluar daerah dalam _wilayah
NKRI wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi Pelaksana di tempat
terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puiuh) hari kerja.

(3) Instansi Pelaksana yang menerima data keiahiran sebagaimana dimaksud pada ayal
(1) dan (2} mencatat dan merekam ke dalam database kependudukan

Paragraf 3

Pencatatan Kelahiran yang melampaui Batas Waktu

Pasal 56

(1) Pelaporan kelahiran yang melampauw batas waktu 6U (enam_puluh) hari sampai
dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah
mendapatkan persetujuar Kepala Instansi Pelaksana setemnpat

(2) Pencatatan kelahiran yang melampau batas waklu 1 {salu) tahun .sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negen.



(3) Kelentu_an lebih lanjut mengenar persyaratan dan tala cara pencatatan kelahiran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan avyat (2) diatur dalam peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pencatatan Lahir Mati

Pasal 57

(1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas paling lambat 30 (tiga
puluh) hart sejak peristiwa lahir mati.

(2) Berdasarkan pencalalan pelaporan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Kepala Desa/Lurah menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Lahir Mati.

{3) Kepala Desa/lLurah berkewajan menginm surat Keterangan Lahir Mati kepada
Petugas perekam data kependudukan di Kecamatan untuk di teruskan ke Dinas

(4) Pencatatan pelaporan lahir mati Orang Asing dilakukan oleh Dinas.

Bagian Ketiga
Pencatatan Perkawinan
Paragraf 1

Pencatatan Perkawinan di Daerah

Pasal 58

(1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib
dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas di tempat terjadinya perkawinan paiing
lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pernikahan.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat P‘encatatan
Sipil mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akla
perkawinan.

(3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat {2) mMasing-masing
diberikan kepada suami istri.

(4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) bagi penduduk yang beragama
Islam dilakukan oleh KUA Kecamaian.

{5) Data hasil pencatatan atas penstiwa sebagamana dimaksud pada ayal (1) wajib
dilaporkan oleh KUA Kecamalan kepada Dinas dalam wakiu paling lampat 10
(sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan

Pasal 59

Pencatatan perkawinan sebagainana dimaksud dalam pasal 58 berlaku pula bagi
perkawinan WNA yang dilakukan di daerah atas permintaan yany bersangkutan.

Pasal 60

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akla perkawinan, pencatatan
perkawinan dilakukan setelah ada penetapan Pengadilan
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Paragraf 2

Pencatatan Perkawinan Di Luar Daerah

Pasal 61

(1) Perkawinan penduduk diluar daerah dicatatkan kepada instansi yang berwenang di
tempat peristiwa perkawinan.

(2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh yang

bersangkutan kepada ODinas paling lambat 30 (iga puluh) han sejak yang
persangkutan kembali ke daerah.

Paragraf 3

Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 62

(1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami
pembatalan perkawinan kepada Dinas paling lambat 90 (sembilan puluh! hari

setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah mempunya
kekuatan hukum tetap.

(2) Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) mencabut kutipan akta perkawinan dari

kepemilikan subjek akta dan menerbitkan Sural Keterangan Pembatalan Akta
Perkawinan

(3) Pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam
Register Akta Perkawinan.

Bagian Keempat

Pencatatan Perceraian

Pasal 63

(1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkulan kepada Dinas paling lambat 60
(enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang perceraian yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2) Bagi yang beragama selain [slam, perceraian sebagaimana dimaksud pada aya_t (1)
dicatat Dinas dalam register akta perceraian dan diterbitkan kulipan akta perceraian.

Pasal 64

(1) Pencatatan perceraian bagi penduduk yang berada di luar negeri wajib dicatatkan
oleh yang bersangkutan kepada Instansi yang berwenang di Negara setempat dan
dilaporkan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia setempat

(2) Apabila di negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
menyelenggarakan pencalatan perceraian bagi orang asing, pencatatan dilakukan
pada perwakilan Negara Republik Indonesia terdekal

(3) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dllapprkan kepada
Dinas di tempat tnggalnya paling lambal 30 (liga puluh) hari sejaxk yang
bersangkutan kembali ke Indonesia

L
Lt



Pasal 65

(1) Berdasarkan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 64, perwakilan Negara
Republik indonesia setempat mencatat pada register akta perceraian, memberikan

Catatan pinggir pada register akta perkawinan. mencabut kutipan akta perkawinan
dan menerbitkan kutipan akta perceraian.

(2) Dalam hal tempat peristiwa perceraian berbeda dengan tempat pencatatar peristiwa
perkawinan, Dinas yang mencatal peristiwa perceraian dan menerbitkan utipan akia

pecceralan memberitahukan terjadinya peristiwa perceraian kepada Dinas yang
mencatat peristiwa perkawinan.

Bagian Kelima

Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 66

(1) Pembatalan perceraian wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Cinas pal~g lambat
60 (enam puluh) hari kerja sejak putusan pengadilan tentang pembatalan perceraizn
yang telah mempunyar kekuatan hukum tetap.

(2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mencabut
kutipan akta perceraian dari kepemilikan subyek akta dan mengeluarkan surat
keterangan pembatalan perceraian

Bagian Keenam
Pencatatan Kematian
Paragraf 1

Pencatatan Kematian di Daerah

Pasal 67

(1} Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakil kepada Dinas
paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal kematian.

(2} Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1 dilakunan Qleh pejabat
pencatatan sipil dalam register akla kematan Jan sebagar catatan pinggir daiam
register akta kelahiran yang bersangkulan serla diterbitkan kutipan akta kematian.

(3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan
Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang.

(4) Pencatatan kematian yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud_ pada ayat
{1) dilaksanakan setelah mendapat ijin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(5) Dalam hal terdapat ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang alau madti
tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh pejabat pencatatan stpil basu
difakukan setelah mendapat penetapan pengadilan.

(6) Dalam hal terjadi kematan seseorang yang tidak jelas identitasnya. Dinas
melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari Kepolisian.

(7) Dalam hal peristiwa kematian berbeda dengan domisili. Dinas yang menerbitkan
register dan kutipan akta kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memberitahukan kepada Instansi Pelaksana daerah asal.



Paragraf 2

Pencatatan Kematian di Luar Daerah

Pasal 68

(1) Kematian penduduk WNI di luar Negeri wajib ditaporkan oleh keluarganya atau yang

mewakili dan dicatat oleh Dinas di Negara setempat pafing lambat 7 (tujuh) hari
setelah kematian.

(2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat {1) direkam dalam database
kependudukan dan diterbitkan tanda bukti pelaporan kematian luar negeri.

(3) Kematian penduduk diluar daerah wajib dilaporkan olen keluarganya atau yang

mewakilinya kepada Instansi Pelaksana tempat terjadinya peristiwa kematian uniu«
mendapatkan akta kematian.

(4) Akia kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (3} wajib diiaporkan untuk menjadi
dasar Dinas mencatatkan peristiwa tersebut.

(5) Dinas menerbitkan Surat Keterangan Pelaporan Kematian.

Bagian Ketujuh
Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak

Dan Pengesahan Anak

Paragraf 1

Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 69

(1) Pengangkatan anak yang telah mendapatkan penelapan pengad.an chca_tat olle;“
Dinas berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 itiga puluh) han kerna sejax
diterimanya salinan pengadilan di tempat tinggal pemc:ion

(2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat
Pencatatan Sipil pada register akta kelahiran dan kutpan akta kelahiran dalam
pentuk catatan pinggr.

Paragraf 2

Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 70

(1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua paling lambat 30 {uga pulun) hari
kerja sejak tanggal sural pengakuan anak disetujur oleh tbu kandung dari anak yang
bersangkutan kepada Dmas dan dicatat pada register akta pengakuan anak
kemuchan diterbitkan kutipan akta pengakuan anak

(2} Kewajban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualkan bagi orang tua yang
agamanya tdak membenarkan pengakuan anak yang lahir ¢t luar hubungan
perkawinan sah



Paragraf 3

Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 71

(1) Pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua paling lambat 30 itiga puluh) hari
kerja sejak ayah dan ibu dan anak yang bersangkutan melakukan perkawiran dan
mendapatkan akta perkawinan kepada Dinas dan dicatat pada register akta
pengakuan anak kemudian diterbitkan kutipan akta pengakuan anak sebagaimana

dimaksud dalam pasal 70 dapat disahkan pada saat pencatatan perkawinan orang
tuanya

{2) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh pejanat

pencatatan sipil dalam register akta perkawinan orang tuanya dan pada register ak!a
kelahiran dalam bentuk catatan pinggir.

Bagian Kedelapan
Pencatatan Perubahan Nama dan

Perubahan Status Kewarganegaraan

Paragraf 1

Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 72

(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan
Negeri tempat pemohon.

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1} wajib dilaporkan
oleh penduduk kepada Dinas yang menerbitkan akia pencatatan sipit paling lambat

30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan peretapan pengadilan negeri oleh
penduduk.

{3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). pejabat pencatatan sipi

membuat catatan pinggir pada regisler akta pencalatan sipil dan kulipan akta
pencatatan sipil.

Paragraf 2
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Warga Negara Asing Menjadi Warga Negara Indonesia

Pasal 73

(1) Perubahan Status kewarganegaraan dari Warga Negara Asing menjadi Warga
negara Indonesia wajb dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada
Instansi Pelaksana ds tempat peristiwa perubahan stalus kewarganegaraan paling
lambat 60 (enam puluh) hari sejak berilta acara pengucapan sumpah atau
pernyataan jan) oleh pejabat.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pgjgbat penca‘tatan sipil
membual catatan pinggir pada register akla pencatalan sipil dan kutipan akta
pencatatan sipil.

Paragraf 3
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Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia Menjadi Warga Negara Asing

Pasal 74

(1) Perubahan status kewarganegaraan penduduk dari waga negara Indonesia menjadi

orang asing yang telah mendapat persetujuan Negara setempat wajib dilaporkan
oleh yang bersangkutan kepada Perwakilan Republik Indonesia.

(2) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan
surat keterangan Pelepasan Kewarganegaraan.

(3) Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diberitahukan cleh perwakilan Republik Indonesia pada mentern yang berwenang

menurut Peraturan perundang-undangan untuk diteruskan kepada Dinas yang
meneérbitkan akta pencatatan sipil yang bersangkutan.

(4) Berdasarkan pembentahuan sebagaimana dimaksud pada ayatl (3) Pejabat

Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan
kutipan akta pencatatan simpil.

Bagian Kesembilan

Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 75

(1) Dinas mencatat penstwa penting lainnya atas permintaan penduduk yang
bersangkutan setelah mendapatkan penelapan pengadilan paling lama 30 (lga
puluh) han kerja sejak ditenmanya salinan penetapan pengadiian.

(2) Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicalat oleh pejabat

pencatatan sipil pada register dan kutipan akta-akta pencatalan sipil dalam bentuk
catatan pinggir.

Bagian Kesepuluh
Pembatalan Akta

Pasal 76

(1) Akta pencatatan sipil dapat dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan dan
pembatalannya dicatat dalam register akta.

(2) Dinas wajib mencatat pembatatan akta yang tetah mendapatkan putusan pengadilan
paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan
pengadilan dan pembatalannya direkam dalam database kependudukan.

Bagian Kesebelas

Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 77

(1) Pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami
kesalahan tulis redaksional

(2) Pembetulan akla pencatatan  sipil sebagaimana dirmaksud  pada  ayat (1)
dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan tar ofang yang menjads subyek akia



(3) Pembetulan dengan atau tanpa permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
adalah pembetulan yang diketahui dan dilaksanakan oleh Dinas yang ditindaklanjuti
dengan penerbitan dan pemberitahuan penerbitan kepada subyek akta

(4) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena

kesalahan tulis redaksional yang telah diserahkan kepada pemegang. dilakukan
setelah memenuhi persyaratan :

a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipi

b. Kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulisan redaksional

Bagian Kesebelas

Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Melaporkan Diri

Pasal 78

(1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap peristiwa
penting yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Binas atau meminta
bantuan ¢orang lain.

(2) Ketentuan lepbih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pelapcran penduduk
sebagaimana dimaksud pada ayal (1) diatur dengan Peraturan Bupati

BAB VI

DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Data Kependudukan

Pasal 79

data perseorangan dan/atau data agregat

(1) Data Kependudukan lerdiri atas
penduduk
(2) Data perseorangan, melpuli
a Nomor KK,
b NIK;
¢ Nama Lengkap;
d. Jenis Kelamin;
e. Tempat lahir;
f. Tanggal/bulanitahun lahir,
g. Golongan Darah;
h. Agama/Kepercayaan,
i Status Perkawinan;
] Status hubungan dalam keluarga,
k. Cacat fisik dan atau mental;
| Pendidikan terakhir;
m. Jenis Pekerjaan;
n. NIK Ibu Kandung;
0. Nama lbu Kandung;
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Y.
Z.

NIK Ayah kandung;

Nama Ayah:

Alamat Sebelumnya;
Alamat sekarang;
Kepemilikan Akta Kelahiran:

Nomor Akta Kelahiran:

Kepemilikan Akta Perkawinan/buku nikah;

Nomor Akta Perkawinan/Buku Nikah:
Tanggal Perkawinan:
Kepemilikan Akta Perceraian;

Nomor Akta perceraian/Surat cerai;

aa. Tanggal perceraian;
ab. Rekaman Sidik Jari.

(3} Untuk kebutuhan daerah selain data perseorangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), Dinas dapat meminta data tambahan dengan membuat fermulir

(4) Data agregat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). melputi himpunan data

perseorangan yang berupa dala kuantitatif dan data kualhtatif

{5) Pemanfaatan data perseorangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat {1}
harus mendapatkan ijin dari Bupati.

(6) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan 1in dari Bupalti sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Dokumen Kependudukan

Pasal 80

(1) Dokumen kependudukan meliputi :

a.
b.

Biodata Penduduk,
KK:

c. KTE:

d

Sural Keterangan Kependudukan,

e. Akta Pencatatan Sipil.

(2) Surat Keferangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
meliputi

= g vt i@ Ex & B i

Surat Keterangan Pindah;

Surat Keterangan Pindah datang;

~Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri,

Surat Keterangan Datang dari Luar neger.

Surat Keterangan Tempat Tinggal,

Surat Keterangan Kelahiran,

- Surat Keterangan Lahir Matt,
~Surat Keterangan Kematian;

. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
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J. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian,

k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;

| Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indones:a,
m.Surat Keterangan Pengganti tanda Identitas: dan

n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.

(3) Biodata penduduk, KK, KTP. Surat Keterangan Pindah Penduduk WViNI antar
kabupaten/Kota dalam satu Provinsi dan antar Provinsi, Surat keterangan Pindah
datang penduduk WNI antar Kabupaten/Kota dalam satu Provins! dan antar Provinsi,
Surat Keterangan Pindah datang Penduduk orang asing. Surat Keterangan Pindah
ke Luar Negeri, Surat Keterangan datang darr Luar negeri, Surat Keterangan Tempat
Tinggal untuk orang asing tinggal terbatas, Surat keterangan kelahiran untuk orang
asing. Surat Keterangan Lahir Mali untuk orang asing, Surat Keterangan Kematian
untuk Orang Asing, Sural kelerangan pembatalan perkawinan. Surat keterangan
pembatatan perceraian dan Surat keterangan Pengganti Tanda identitas. diterbitkan
dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.

{(4) Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI antar Kecamatan dalam satu daerah, Surat
Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar Kecamatan dalam satu daerah
diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Dinas.

(5) Surat Keterangan Pindah Datang penduduk WNI dalam satu Desa/Kelurahan, Surat
keterangan pindah datang penduduk WNI antar Desa/Kelurahan dalam satu
Kecamatan, Surat Keterangan kelahiran untuk WNI, Surat Keterangan Lahir Mati
untuk WNI, Surat Keterangan Kematian untuk WNI diterbitkan dan ditandatangani
oleh Kepala Desa/lLurah atas nama Kepala Dinas.

Pasal 81

(1) Biodata penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan
tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, seria perubahan data
sehubungan dengan peristiwa kependudukan dan pernstiwa penting yang dialami.

(2) Biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayal {1) direkam daiam database

untuk penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan menjadi salah salu dasar
penerpitan KK dan KTP.

Pasal 82

(1) Dinas melaksanakan pencatalan, penerbitan  dan  pemutakhiran  database
kependudukan.

(2) Setiap orang dilarang mengubah, menambah atau mengurangi lanpa hak 1s1 elemen
data pada dokumen penduduk.

(3) Pemutakhiran database kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Dinas berdasarkan laporan penduduk

(4) Perubahan biodata penduduk WNI Orang asing tinggal terbatas dan orang asing
tinggal tetap yang terjadi di luar negen karena terjadinya peristiwa penting setelah
kembali ke Indonesia dicatat oleh Dinas berdasarkan laporan penduduk yang
bersangkutan pating fama 30 (tiga puluh) hart kerja sejak kedalangan,
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Bagian Ketiga
Akta Pencatatan Sipil

Pasal 83
(1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas
a Register Akta Pencatatan Sipii;
b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

(2) Akta Pencatatan Sipil sebagaimana ayat (1) berlaku selamanya.

Pasal 84
(1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seiuruh data peristiwa penting.

(2) Data peristiwa penting yang berasal dari Kantor Urusan Agama duntegrasikan
kedalam datapase kependudukan dan tidak diterbitkan kutipan akta pencatatan sipil.

(3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat cleh Instansi Pelaksana.
(4) Register Akta Pencatatan Sipii memuat
a. Jenis penstiwa penting,
D.NIK dan status kewarganegaraan,
. Nama orang yang mengalami peristiwa penting;
.Nama dan identitas pelapor:

. Tempat dan tanggal peristiwa,
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Nama dan identitas sakst:

. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;

s ]

.Nama dan tandatangan pejabat yang berwenang.

Pasal 85
(1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil, terdiri atas kutipan akta .
a. Kelahiran;,
L. Kematian;
c. Perkawinan;
d. Perceraian;
e Pengakuan anak.
(2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat

a Jenis peristiwa penting,

O

-NIK dan slatus kewarganegaraan,
Nama orang yang mengalami peristiwa penting,
Tempat dan tanggal peristiwa penting;

Tempat dan tanggal dikeluarkannya ak!a,

i ML O 5 S

Nama dan tandatangan pejabat yang berwenang,

g Pernyataan kesesuaian kutipan lersebut dengan data yang terdapat dalam register
akta pencatatan sipii.

Yud
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Pasal 86

(1) Dinas atau pejabat yang diberi kewenangan, sesual tanggung jawabnya wajib
menerbitkan dokumen pendaftaran penduduk sejak tanggal dipenuhinja sem.a
persyaratan sebagal berikut:

a

b
C.
d

™

o

J.

J.

k.

KK dan KTP paling lamba! 14 (empat befas) hari kerja

-Surat Keterangan Pindah paling lambat 14 (empat belas) hari kerja

Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 14 {empat belas) han kernja

.Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari

kerja;

. Surat Pindah Datang dan Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kena .

Surat Keterangan Tempat Tinggal paling lambat 14 (empat belas) hari kerja,

.Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 14 (empat belas) han kerja:

. Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 14 (empat belas) hari kerja.

Surat Keterangan Kematian paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
Surat Keterangan Pembataian Perkawinan paling lambat 7 {(lujuh) han kerna:

Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 7 {tujuh) hari kerna

(2) Jangka wakiu penerbitan dokumen pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terhitung sejak tanggal dipenuhinya seluruh persyaratan

Bagian Keempat
Perlindungan Data Pribadi Penduduk

Pasal 87

Data Pribadi penduduk yang harus dilindungi memuat

-~ @ a o T 9

-

Nomor KK;

NIK:

Tanggal/Bulan/Tahun lalhir.

Keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental;
NIK ibu kandung,

NIK ayah;

Pencatatan peristiwa penting.

Pasal 88

Data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 87, wajb disimpan dan
dilindungi oleh Negara.

WL
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Bagian Kelima

Dokumen Kependudukan Khusus Daerah
Pasal 89

(1) Dalam rangka pengelolaan dan pemenuhan tertib administrasi data, Daerah
menerbitkan SKTS (Surat Keterangan Tinggal sementara) bagi setiap penduduk
pendatang yang memiliki kewarganegaraan Indonesia.

(2) SKTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagl penduduk pendatang

perusia 17 (tujuh belas) tahun ke atas dan/atau usia dibawahnya namun sudah atau
pernah kawin.

(3) SKTS berlaku selama 1 (satu) tahun dengan mencantumkan NIK sesuai KTP asl
pemohon dan wajib diperpanjang setiap tahunnya.

BAB VI
BLANKO DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Pasal 90

(1) Pengadaan blanko dilakukan oleh Dinas dengan prosedur sesual peraturan
perundang-undangan yang berlaku

(2) Oinas yang membutuhkan blanko dokumen penduduk harus mengajukan nomor
registrasi kepada Kementrian Dalam Negeri. sebelum melakukan pengadaan

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 91

(1) Pelaporan  Administrasi  Kependudukan disampalkan  secara berenjang  dari
Desa/Kelurahan ke Kecamatan yang diketahui oleh Kepala Desa/lLurah, serta dar
Kecamatan ke Pemerintah Daerah di kelahu Camat setempat.

(2) Pelaksanaan Peiaporan Admimistrasi Kependudukan dilaksanakan oleh petugas
register yang ada di Desa/Kelurahan dan Kecamalan

BAB X
KEPENDUDUKAN DALAM KEADAAN PORCE MAJEURE

Pasal 92

(1) Dalam hal terjadi keadaan darurat dan/atau luar biasa atau force majeure berlupa
bencana alam, huru hara dan hal-hal lain yang berada diluar kuasa, maka Dinas
wajib melakukan pendataan ulang penduduk.

(2) Dinas menerbitkan Surat Keterangan Pencatatan Sipil berdasarkan hasil pendataan
penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



(3) Slurat Keterangan Pengganti Tanda ldentias dan Sural Keterangan Pencalatan Sipil
digunakan sebagai tanda bukli din dan bahan pertimbangan untuk penerbitan
dokumen kependudukan

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenar persyaratan dan tata cara penerbitan Surat
Keterangan pengganti Tanda Identitas dan Sural keterangan Pencatatan Sipil
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebin lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB Xi
SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK)

Pasal 93

(1) Penyelenggaraan Pendaflaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menggunakan
aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)

(2) SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan -
a. Meningkatkan kualitas petayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil:

b.Menyediakan data dan informasi mengenai hasil pendaftaran penduduk dan
pencatatan sipil yang akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses; dan

c. Mewujudkan pestukaran data secara sistemik melalui system pengenal tunggal.
dengan tetap menjamin kerahasiaan.

Pasal 94
SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan yang terdiri dan unsur
Database;
Perangkat Teknologi Informasi dan Kemunikasi;
Surmber Daya Manusia;

Pemegang Hak Akses;

© o 0o o o

Lockasi Database:

—_

Pengelolaan Database;

Pemeliharaan Database;

o0 O

Pengamanan Database;

Pengawasan Database; dan

]. Data cadangan.

Pasal 95

Database sebagaimana dimaksud pada pasal 94 huruf a dan lokasi database
sebagaimana dimaksud pada pasai 94 huiuf e berada i Dinas.

Pasal 96

Perangkat Teknologi Informas: dan Komunikas) sebagamiana dimaksud dalam pasal 94
huruf b diperlukan untuk mengakomodasi penyelenggaraan Sistem Informasi
Administrasi Kependudukan di Daerah secara tersambung ( oniine )



Pasal 97

(1) Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud daiam pasal 94 huruf ¢, adalan
petugas yang menjalankan tugas dan fungsi sebagal pranata komputer.

(2) Dalam hal pranata komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia,

dapat menggunakan sumbper daya manusia yang mempunyas kerampuan o bidang
kKomputer

Pasal 98

(1) Pemegang Hak Akses sebagaimana dimaksud dalam pasal 94 huruf d  adalah
petugas yang diberikan hak akses pada 0Oinas diben hak uniuk membaca
memasukan, mengubah, meralat, menyimpan dan menghapus serta mencetax
mengkopi dafa dan dokumen kependudukan.

{2) Petugas sebagaimana tersebut pada ayat (1) diusulkan oleh penyelenggara kepada
Menteri Dalam Negeri.

(3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Pegawai Negeri Sipil yang
memenuhi persyaratan :

a. Memiliki pangkat/golongan paling rendah Pengatur TK | (1l/d),
b. Memiliki DP-3 dengan predikat baik,
c. Memiliki kompetensi yang cukup dibidang pranata komputer:,
d. Memiliki dedikasi dan tanggung jawab terhadap tugasnya.
(4) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicabut karena .
a. Meninggal Dunia;
b. Mengundurkan diri,
c. Menderita sakit permanen sehingga tidak bisa menjalankan tugasnya;
d. Tidak cakap melaksanakan tugas dengan baik;
e. Membocorkan data dan dokumen kependudukan.

(5) Pencabutan hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh menter
Dalam negert.

(6) Petugas sebagaimana tersebut pada ayal (1) ditetapkan menurut Peraturan
Perundang-undangan.

Pasal 99
Pengelolaan Database sebagaimana dimaksud dalam pasal 94 hurut f melputi kegiatan:

a Perekaman dala pendaiftaran penduduk dan pencatatan sipi ke dalam database
kependuduran

b. Pengelolaan dan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipll  sebagaimana
cdimaksud pada huruf a

¢ Penyapan data sebagaimana dimaksud pada huruf b sebagar nformasi data
kependudukan; dan

d Pendistribusian data sebagaimana dimaksud pada huruf ¢ untuk kepentingan
perumusan kebijakan dibidang pemerintahan dan pembangunan.



Fasal 100

(1) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan

sebagaimana dimaksud dalam pasal 94 huruf g. huruf h dan huruf 1| dilakukan cieh
Dinas.

(2) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database  kependudukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputl data galam database. perangkat
keras, perangkat lunak, janingan komunikasi, data centre dan data cadangan

Pasal 101
Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan penyelenggaraan SIAK dibebankan

kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Sumber Pendapatan lain yang
sah dan tidak mengikat.

BAB Xl
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN
Pasal 102

(1) Pembinaan, pengawasan ,dan penertiban penyelenggaraan kependudukan dan
pencatatan sipil dilakukan melalui kegiatan .

a. Sosialisasi  peraturan  perundang-undangan dibidang  kependudukan  dan
pencatatan sipil,

b Monitoring, pelaporan, dan evaluasi secara rutin;
c. Penertiban terhadap pelanggaran dalam penyelenggaraan kependudukan dan
pencatatan sipil berdasarkan temuan langsung dilapangan dan / atau laporan dari

aparat maupun masyarakat.

(2) Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan  Penertiban Penyelenggaraan
Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayal (1) diatur
lebih lanjut secara tekmis dalam Peraturan Bupati.

BAB Xl
PENYIDIKAN
Pasai 103
(1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan daerah ini dilaksanakan oleh Penyidtk_
Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Dinas / Pemermtah Daerah yang _dlber?
wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Administrasi
Kependudukan

(2} Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayal (1) meliputi

a.Menenma, mencari, mengumpulkan dan menehti keterangan alau 1aporan_
berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan alau laporan tersebul menjadi
lengkap dan jelas,



.Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau

badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak
pidana;

-Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi alau badan sehubungan

dengan tindak pidana:

-Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukii pembukuan

pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan ternadap bukti
terseput;

.Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak

pidana;

menyuruh berhenti dan /atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memenksa identitas
orang, benda dan / atau dokumen yang dibawa;

.Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;

.Memanggi orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka

atau saksi;

. Menghentikan penyidikan, dan

Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana
menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayal (1) memberitahukan dimulain,a
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui
Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

(4) Dalam rangka melaksanakan kewenangan penyidikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), penyidik dapat meminta bantuan aparat penegak hukum iainnya.

BAB XIV

SANKS| ADMINISTRASI

Pasal 104

(1) Setiap penduduk dikenai sanksi administrasi berupa denda apabila melampaul batas
wakiu pelaporan peristiwa kependudukan dalam hal |

a.

Pindah datang bagi orang asing yang memiliki iin tinggal terbatas atau orang
asing yang memiliki ijin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat
(3),

Pindah datang dari luar Negeri bagi penduduk Warga Negara Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (2).

. Pindah datang dari luar negeri bagi orang asing yang memiliki ijin tinggal terbatas

sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1),

Pindah keluar negeri bagl orang asing yang memilki ijin tinggal terbatas atag
orang asing yang memiliki jin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 41
ayat (1),



e. Perubahan status orang asing yang memiliki 1jin tinggal terbatas menjad orang

asing yang memuiliki yin tnggai tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat
(1):

f. Perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) atau
g. Perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1

(2) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap penduduk \/arga
Negara Indonesia paling banyak Rp. 1.000.000,00 {salu juta rupiahj dan penduduk
orang asing paling banyak Rp. 2.000.600,00 {dua juta rupiah)

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Denda Administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 105

(1) Setiap penduduk dikenat sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas
waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal :

a. Kelahiran sebagaiamana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1). pasal 55 ayat (1), dan
ayat (). pasal 56 ayat (1). dan pasal 57 ayat (1);

b Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (1) dan pasa! 67 ayat
(2).

c. Pembatalan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat (1),
d. Perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayal (1) dan pasal 64,
e. Pembatalan Perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (1) ]
f. Kematian sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (1),

g. Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1),

h. Pengakuan Anak sebagaimana dimaksud dalam pasai 70 ayat (1)

i. Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud aalam pasai "1 ayat (1)

j. Perubahan atas Status Kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal '3
ayat (1).

(2) Denda Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayal (1) paiing banyak Rp
1.000.000,00 (satu juta rupiah).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Denda Administratf sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupatl.

Pasal 106

(1) Setiap Penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) yang bEp(?i'gian
tidak membawa KTP dikeriakan Denda Admimistralif sebesar Rp. 50.000.00 ( ima
puluh ribu rupiah

(2) Setiap Orang Asing yang memilki lin Tinggal Teibatas sebagaimana dnTtaksud
dalam pasal 46 ayat (1) yang bepergian tidak membawa Sural Keterangan Tinggal,
dikenakan Denda Administralif sebesar Rp. 100.000 00 ( seratus ribu rupiah ).
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(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Denda Administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) akan diatur iebih lanut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 107

Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan atau dckumen kepada
Instansi pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting di
pigdana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Pasal 108

Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah atau mengurangt
isi elemen data pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasai 79

ayat (2) dan pasal 82 ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku.

Pasal 109

Setiap orang yang tanpa hak mengakses database kependudukan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 79ayat (2) dan pasal 87 akan dikenakan sanksi pidana sesuai
Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Pasal 110

Setiap penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai Kepala Keluarga atau
anggota keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (5)
atau memiliki KTP lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (3)
dipidana sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 111

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 Pasal 108, Pasal t09 dan
Pasal 110 adalah Tindak Pidana Administrasi Kependudukan

BAB XV!
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 112

(1) Semua dokumen kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada
saal Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap beriaku.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk KK Qan KTP
sampai dengan batas berlakunya atau diterbitkannya KK dan KTP sesual dengan
ketentuan dalam Peraturan Daerah ini



BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 113

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Pelaksanaan yang
berkaitan dengan Persyaratan dan Tatacara Pendaflaran Penguduk dan Pencafatan
Sipil dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum ¢ gant.

(2) Semua ketentuan mengenar Persyaratan dan Talacara Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan yang ada pada saat Peraturan Daerah i ditetapkan.,
wajib disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 {satu) tahun

Pasal 114
Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah in
dgengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur

PARAF KOORDINASI |
1. | SEKDAKAB, L Ditetapkan d' Sukadana
2. | ASS. 1 1 pada Tanggar 4 MNovember 2¢-*
3. | ASS. 11 \ Pit. BUPATI LAMPUNG TIMUR
4. | Ass. 111 I |
5 MW L[S B WAKIL BUPAT
6. | BAG. HKM oV

N
7.
8.

ERWIN ARIFIN

Diundangkan di Sukadana
pada Tanggal 4 Novembec 2011

SEKERTARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

/k

| WAYAN SUTARJA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2011 NOMOR : O%
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